GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan
Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Khusus dan
Layanan Khusus Pada Dinas Pendidikan dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur;

1.

Undang-Undang  Nomor 25  Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

. Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) schbagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);
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-7.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4014);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105});

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd
‘sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan
Tahun 2008-2013;

Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun
2008 tentang VUrusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 08);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

(1)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pendidikan adalah pelaksana urusan pemermtahan di bidang pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur
pelaksana tugas teknis pada dinas.

Pendidikan Khusus adalah Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan
seluruh  potensi  keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan
perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik,
kinestetik, dan kecerdasan lain. - : '

Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik di daerah
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur
organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan
keahha.n dan kebutuhan.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB HI
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus.



(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III
UPTD PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala UPTD
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

. Bagian Kedua
" Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang Dinas di bidang pendidikan dan pengajaran khusus untuk anak
berprestasi atau cerdas dan berbakat istimewa melalui sekolah unggulan,
melaksanakan pendidikan untuk anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional,
mental, dan sosial melalui satuan pendidikan luar biasa (SLB}, serta melaksanakan
penchchkan layanan khusus pada wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se
Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5 _.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional pendidikan khusus dan layanan khusus;

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendidikan khusus dan layanan
khusus;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan, pengajaran, kurikulum,

kesiswaan dan pengasuhan, sarana dan prasarana, serta pengoordinasian sekolah;

pengelolaan urusan ketatausahaan;

pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

oo

~ Bagian Keempat
Susunan Organisasi

" Pasal 6
(1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, terdiri dari :

Kepala UPTD;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;

Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana;
Sekolah; dan

Jabatan Fungsional.

SR NN

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Baglan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.



-5-

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diptmpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD. '

(4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Kepala UPTD.

{S) Jabatan Fungsional sebagajmana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD. :

(6) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Bégian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 '
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasat 5.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga,
perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan.

Paragraf 3
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan

Pasal 9

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan serta pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, urusan kurikulum,
dan kesiswaan serta pembinaan minat ekstrakurikuler.

Paragraf 4
Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana

Pasal 10

Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Paragraf 5
Sekolah

Pasal 11
(1) Kepala UPTD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan

sekolah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan di bxdang kurikulum,
kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana.
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"(2) Kebijakan dibidang kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana
dalam rangka mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi,
mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan penyelenggaraan
operasional sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Kebijakan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan
penjabaran kebijakan dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan
sekolah.

(2) Sekolah dipimpin oleh seorang Kcpala Seckolah berserta perangkat organisasi
lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Kepala UPTD. '

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan tatalaksana Sekolah baik secara
administrasi dan fungsional diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diahgkat dan diberhentikan oleh Gubernur
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas
melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
ESELON ORGANISASI

Pasal 14-

(1} Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IIl.a.
(2) Kepala Sub Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Sekolah dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta
instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan

wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 16

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara
struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai
dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam
lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN .

Pasal 19

(1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ini akan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur sesual dengan analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

(2) UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dapat
ditinjau ulang apabila :

a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan
masyarakat;

b. Tidak atau kurang d1perlukan bagi efekt1v1tas tugas operasmnal Dinas
Pendidikan; dan -

c. UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan
sebagaimana tersebut pada huruf a dan b menjadikan tidak atau kurang
bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan
dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional lebih besar beban
pembiayaannya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap
UPTD tersebut oleh Gubernur dilakukan perampmgan dengan cara :

1) Penghapusan atau ;
2) Perubahan status darl UPTD menjadi Satuan Tugas (SATGAS) atau ;
3) Penggabungan dengan UPTD atau Unit Kerja yang lain.

(3) Apabila UPTD tersebut terkena perampingan, maka semua Jabatan Struktural
yang ada menjadi gugur dan diberhentikan dari Jabatannya oleh Gubernur.

(4) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor S Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah
Bertaraf Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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(5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang
- mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuihya, memerintahkan prengunda'ngan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur. ,
Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 28 Maret 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV, KALTIM

Pembina Tk.I
Nip. 19620527 198503 1 006
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